
40 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

    Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan pada baba IV diatas, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam menertibkan pertambangan  

rakyat di Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten 

Bone Bolango adalah : Tanggung jawaban yang di lakukan oleh 

pemerintah daerah belum maksimal karena dari 8 lokasi tambang hanya 1 

lokasi tambang yang ditertibkan oleh pemerintah daerah. 

2.    Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menertibkan 

pertambangan rakyat di Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur 

Kabupaten Bone Bolango adalah : 

a. Terbatasnya dana untuk operasional penertiban pertambangan ilegal 

dari pemerintah dearah.  

b. Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan hidup masih 

rendah. 

c. Lokasi tambang menjadi sumber pendapatan ekonomi keluarga. 

d. Kesulitan dalam mengidentifikasi masyarakat pekerja tambang yang 

berasal dari luar daerah. 
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5.2 Saran 

berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Pemerintah daerah harus menyediakan dana yang cukup di dalam 

melakukan kegiatan penertiban. 

2. Perlunya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan yang sudah 

ada. 

3. Pemerintah daerah harus maksimal dalam melakukan sosialisasi 

tentang WPR. 

4. Pemerintah daerah harus maksimal dalam melakukan kegiatan 

penertiban tambang rakyat yang berada di Desa Tulabolo Timur. 
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